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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan 

pajak daerah dan dengan memperhatikan berbagai 
masukan dari obek pajak, maka Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan 
perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah; 

Mengingat  : 1. Undang – Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang   

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820) 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan  Piutang  Negara  (Lembaran Negara  Tahun 1960 

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia  Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

5. Undang - Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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7. Undang – Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang - Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725);  

10. Undang - Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063);  

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 
Pelaksanaan  Hukum    Acara Pidana  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58  Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5145); 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan  Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
12); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG 

PAJAK DAERAH. 
 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai 
Selatan Tahun  2011 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 9), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun 

di tempat lain. 

(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai 
penjualannya tidak melebihi batas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut sebesar 2,5% (dua koma 
lima persen). 
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(2) Tarif Pajak Restoran untuk makan/minum kegiatan yang sumber 
dananya berasal dari Pemerintah/Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh persen). 
 

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan 
dipungut bayaran. 

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tontonan film; 

b. pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 

d. pameran; 

e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; 

f. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan 

g. panti pijat, refleksi, dan mandi uap/spa. 

 

4. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 49 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima 

persen). 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan. 

 
Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 10 September 2018 

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

                    TTD 

DAHNIAL KIFLI 
Diundangkan di Kandangan  

pada tanggal 10 September 2018 
Plh. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  

TTD 

HUBRIANSYAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
TAHUN 2018 NOMOR 6… 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (83/2018) 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011  

TENTANG PAJAK DAERAH 

 

 
I.  UMUM. 

 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan 

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan 

dengan baik diperlukan sumbersumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

Bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan 
pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan penyesuaian 

terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal  I 

 
Cukup jelas 

 
Pasal  II 

 
Cukup jelas 

 
 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 6 … 


